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ABSTRAK

Dalam praktek bisnis di masyarakat, perjanjian dilakukan dengan cara yang
beragam. Salah satu yang lazim digunakan adalah penggunaan perjanjian baku
karena dalam beberapa hal penggunaan perjanjian baku lebih efektif dan efisien.
Perjanjian baku berisikan klausula-klausula baku yang dibuat terlebih dahulu oleh
salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Biasanya klausula baku mengandung
klausula eksonerasi atau eksemsi yang merugikan pihak lain. Klausula eksonerasi
adalah klausula yang berisikan pengalihan tanggung jawab atau pembebanan
tanggung jawab dari pembentuk perjanjian baku kepada penerima perjanjian baku.
Oleh karena itu, klausula ini berbahaya dan perlu diatur oleh hukum.

Dalam hukum Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai klausula baku adalah
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK). Peraturan ini secara khusus mengatur mengenai larangan pencantuman
klausula eksonerasi. Akan tetapi, cakupan UUPK hanya mencakup pelaku usaha
yang berhubungan hukum dengan konsumen akhir. Oleh karena itu, pelaku usaha
yang berhubungan hukum dengan pelaku usaha lain tidak termasuk dalam cakupan
UUPK. Hal ini menyebabkan pelaku usaha yang menetapkan klausula eksonerasi
kepada pelaku usaha lain tidak dapat dikenai Pasal 18 UUPK.

Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai klausula baku yang diterapkan
dalam perjanjian baku antar pelaku usaha, menyebabkan terjadinya kekosongan
hukum. Dampak kekosongan hukum diderita oleh beberapa pelaku usaha, salah
satunya Pemasok dalam perjanjian baku “Kontrak Nasional” yang dibuat oleh
pelaku usaha bernama PT.”T”. Dalam perjanjian baku “Kontrak Nasional” terdapat
beberapa klausula yang mangandung klausula eksonerasi, sehingga merugikan
Pemasok.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji
apakah Pasal 18 UUPK dapat mengisi kekosongan hukum pada perjanjian baku
“Kontrak Nasional” yang para pihaknya adalah pelaku usaha, serta menentukan
apakah klausula-klausula dalam “Kontrak Nasional” sudah sesuai hukum atau
tidak.

Kata Kunci: klausula baku, kekosongan hukum, Pasal 18 UUPK.
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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Manusia sesuai kodratnya tidak dapat hidup sendiri, tetapi saling berhubungan
dan saling berinteraksi. Di dalam interaksi tersebut terdapat beberapa hal yang
dapat dilakukan untuk mewarnai kehidupan manusia. Salah satu warna interaksi
manusia itu adalah melakukan tindakan hukum yaitu membuat perjanjian. Pada
dasarnya perjanjian berawal dari adanya perbedaan atau ketidaksamaan
kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut
pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.
Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan
untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui
proses tawar-menawar.! Kesepakatan atas negosiasi mengenai isi perjanjian
akan berdampak secara hukum dan menimbulkan akibat hukum, yaitu
munculnya hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh para pihak dalam

perjanjian.

Negosiasi seperti ini sangat tidak asing dalam ranah bisnis atau sering disebut
juga ranah komersial. Setiap pihak sangat membutuhkan adanya keadilan dan
kepastian hukum dari perjanjian yang dibuat. Maka perjanjian dalam ranah
komersial pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis atau sering disebut
dengan kontrak. Kontrak-kontrak yang dibuat sangat beragam sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan apa yang ingin dicapai oleh para pihak. Namun
seiring berjalannya waktu dan perkembangan bisnis, hukum perjanjian pun
mengalami perkembangan. Kontrak yang awalnya dibuat hanya dengan cara
bernegosiasi antar pihak mulai mengalami perkembangan sehingga
memunculkan variasi baru dalam pembentukan kontrak. Variasi itu adalah

pembentukan kontrak dengan bentuk kontrak baku. Kontrak baku dibentuk oleh

1 Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial,
(Jakarta: Kencana, 2014), him 1.



satu pihak tanpa ada proses negosiasi atau paling tidak hanya ada sedikit proses
negosiasi. Perumusan klausula-klausula dalam kontrak baku yang ditentukan
oleh satu pihak sangat memungkinkan isi dari kontrak baku berat sebelah.? Akan
tetapi pembentukan kontrak dengan bentuk kontrak baku tidak dilarang
mengingat sistem terbuka dalam Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, selanjutnya disebut KUH.Perdata. Buku 111 KUH.Perdata memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya bagi pembuat perjanjian untuk membuat
perjanjian, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban
umum dan kesusilaan.?® Jadi sejauh kontrak baku tidak melanggar peraturan
perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan,

maka kontrak baku itu sah dan berkekuatan hukum.

Dalam praktek di masyarakat, penulis menemukan suatu kontrak baku yang
berjudul “Kontrak Nasional”. Kontrak ini membahas mengenai retail agreement
(perjanjian antara distributor dengan pengecer), selanjutnya akan disebut,
perjanjian eceran. Para pihak dalam perjanjian eceran ini adalah pelaku usaha
dengan pelaku usaha. Pelaku usaha dalam kontrak baku ini adalah PT. “T” dan
Pemasok. Kontrak ini dibuat secara masal oleh PT. “T” dan diterapkan dalam
skala nasional. Permasalahan dalam kontrak ini kurang lebih sama dengan
kontrak baku pada umumnya, yaitu adanya klausula baku yang merugikan pihak

penerima kontrak dan terdapat klausula kontrak yang multi tafsir.

Berikut ini contoh klausula yang menguntungkan pihak pembentuk kontrak dan

merugikan pihak penerima kontrak dalam “Kontrak Nasional”:
Pasal 10 (c) “Kontrak Nasional” menyatakan:

“Apabila Pemasok bermaksud menyesuaikan harga pembelian suatu
barang, maka Pemasok harus memberitahu PT.”T” mengenai maksud
tersebut sekurang-kurangnya __ hari takwim sebelum tanggal efektif dari
harga baru tersebut. Harga baru berlaku untuk Para Pihak. Sebelum

2 A Dwi Rachmanto, Penyelsaian Sengketa konsumen Akibat Perjanjian Baku dan Klausula Baku
Pasca keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4 (2018): 826-860, him 829-830.

3 Subekti, Hukum Perjanjian: ‘Buku hukum yang paling banyak dicari oleh pembaca, mahasiswa
dan dosen’, (Jakarta: intermasa, 2004), him 13.



tanggal efektif dari perjanjian atas harga baru tersebut, PT.”T” akan
membayar sesuai dengan harga pembelian sebelumnya.

Jika Pemasok menurunkan harga pembelian suatu barang, Pemasok harus
membayar kompensasi kepada PT.”T”, jumlah mana sebesar selisih
antara: (i) jumlah yang telah dibayar oleh PT.”T” untuk persediaan barang
tersebut yang masih ada dalam inventaris PT.”T” ketika harga harga yang
diturunkan berlaku dan (ii) suatu jumlah sebesar nilai persediaan tersebut
yang menggunakan harga baru yang diturunkan.”

Penulis melihat bahwa dalam ketentuan di atas terjadi pengalihan tanggung
jawab dari PT.”T” kepada Pemasok dengan memperbolehkan PT.”T” untuk
tidak membayar sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Ketentuan ini
menuliskan bahwa PT.”T” berhak mendapat kompensasi oleh karena adanya
penurunan harga pembelian barang yang dilakukan oleh Pemasok setelah

terjadinya kesepakatn jual beli barang antara Pemasok dengan PT.”T”.

Selain klausula di atas, masih terdapat klausula lain yang memiliki masalah yang
dapat merugikan Pemasok. Terdapat klausula yang memberatkan Pemasok

seperti halnya sebagai berikut:
Pasal 10 (e) Kontrak Nasional:

“... Kecuali dalam hal keadaan kahar, keadaan kahar mana harus dapat
dibuktikan oleh Pemasok, apabila Pemasok lalai membuka kegiatan
usahanya pada tanggal yang lain selain dari yang disebut di atas, maka
Pemasok harus membayar kompensasi kepada PT. “T” sebesar Rp.
5.000.000.- (lima juta rupiah) per barang per toko untuk mana penyerahan
Pemasok mengalami keterlambatan sehubungan dengan kelalaian
membuka usaha tersebut. PT. “T” berhak memotong jumlah sebesar
kompensasi ini dari pembayaran (pembayaran-pembayaran) berikutnya
kepada Pemasok.”

Klausula ini memberatkan Pemasok. Jumlah kompensasi per barang per toko
yang ditentukan oleh PT. “T” tidak memiliki penjelasan yang dapat
membuktikan mengapa angka nominal kompensasi per barang per toko ini sudah
sesuai dan masuk akal. Klausula seperti ini nampak menyebabkan kerugian bagi

pihak Pemasok.

Klausula-klausula di atas cukup mendeskripsikan bahwa pokok permasalahan



“Kontrak Nasional” berasal dari pembentukan perjanjian secara sepihak yang
berbentuk kontrak baku. Permasalahan kontrak baku seperti di atas sebenarnya
sudah disadari dan sudah diantisipasi oleh pemerintah, yaitu melalui ketentuan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, selanjutnya disebut UUPK. Pasal 18 UUPK mengatur secara rinci
mengenai klausula-klausula seperti apa yang dilarang diterapkan dalam
pembentukan kontrak baku. Akan tetapi, ternyata UUPK tidak dapat semata-
mata diaplikasikan menjadi dasar hukum “Kontrak Nasional” karena pihak yang
menjadi konsumen dalam “Kontrak Nasional” bukanlah konsumen akhir,
melainkan konsumen antara. Sehingga UUPK tidak dapat diterapkan langsung
untuk menjadi dasar hukum “Kontrak Nasional”. Cara penerapan UUPK harus
dilakukan dengan melakukan konstruksi hukum analogi untuk dapat
memperluas makna konsumen dalam UUPK sehingga dapat diterapkan menjadi

dasar hukum dari “Kontrak Nasional”.

Konstruksi hukum secara analogi tidak dapat dilakukan secara sewenang-
wenang. Proses konstruksi perlu diawali dengan cara mencari rasio legis (genus)
dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain
yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang itu. Diperlukan adanya
kesamaan unsur dengan perkara atau fakta-fakta yang dapat diselesaikan
langsung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada.* Dengan dasar
ini, konstruksi hukum analogi sangat mungkin diterapkan untuk pemenuhan
kekosongan hukum pada “Kontrak Nasional” mengingat unsur “Kontrak
Nasional” dengan yang diatur dalam Pasal 18 UUPK itu serupa, yaitu mengenai
perjanjian baku dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, khususnya jual beli.
Dalam konstruksi analogi, yang perlu diperhtikan adalah proses penentuan
tindakan hukum yang sama antara peristiwa hukum dengan peraturan yang akan

dianalogikan. Dengan menemukan kesamaan tindakan hukum yang sama,

Budi Fitriadi, Materi Perkuliahan, Konstruksi Hukum, (Bandung: Unikom, 2010),
https://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2930&file=/KONSTRUKSI-HUKUM-
lanjutan.html, diakses pada 28 Februari 2020, pukul 00.02 WIB.



https://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2930&file=/KONSTRUKSI-HUKUM-lanjutan.html
https://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2930&file=/KONSTRUKSI-HUKUM-lanjutan.html

konstruksi hukum analogi dapat dilakukan.

Melihat dari permasalahan kekosongan hukum ini maka penulis memutuskan
untuk mengkaji “Kontrak Nasional” dengan Pasal 18 UUPK, karena UUPK
adalah satu-satunya peraturan yang membahas mengenai perjanjian baku dalam
bidang jual-beli barang, sehingga UUPK menjadi peraturan yang pertama dilihat
untuk memenuhi kekosongan hukum ini, akan tetapi penulis tidak menutup
kemungkinan untuk mengkaji “Kontrak Nasional” dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih umum jika peraturan yang lebih khusus ini ternyata tidak

mengatur.

Berdasarkan pemaparan di atas, dibutuhkan suatu penelitian terkait kekosongan
hukum mengenai pengaturan klausula baku dalam kontrak baku yang para
pihaknya merupakan pelaku usaha. Maka dari itu penulis memutuskan untuk
melakukan suatu penelitian mengenai penetapan dasar pembagian hak dan
kewajiban yang sesuai hukum dalam “Kontrak Nasional” antara PT. “T” dan
Pemasok berdasarkan Pasal 18 UUPK dengan terlebih dahulu melakukan
penemuan hukum dengan konstruksi hukum analogi. Dengan ini penulis merasa
perlu untuk membuat penelitian hukum dengan judul “ANALISIS KONTRAK
BAKU YANG BERJUDUL “KONTRAK NASIONAL” ANTARA
PERUSAHAAN RETAIL PT. T DAN PEMASOK MENGENAI
PEMBAGIAN HAK DAN KEWAJIBAN BERDASARKAN PASAL 18
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN”

Demi kepentingan penelitian dalam tulisan ini, identitas para pihak disamarkan.

Rumusan Masalah
Sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan dalam latar belakang di atas,
rumusan masalah yang akan penulis coba untuk teliti dan dijawab dalam

penelitian ini adalah:

1. Apakah Pasal 18 UUPK dapat dijadikan dasar hukum untuk mengkaji

klausula baku yang para pihak dalam perjanjiannya adalah pelaku usaha?



2. Apakah klausula-klausula dalam “Kontrak Nasional” antara PT. “T” dan

Pemasok sesuai Pasal 18 UUPK, sehingga hak dan kewajiban para pihak

sudah sesuai undang-undang?”

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Karena terdapat kekosongan hukum mengenai peraturan yang mengatur

kontrak baku yang para pihaknya adalah pelaku usaha. Maka tujuan

penelitian ini, antara lain:

a.

Untuk mengetahui apakah Pasal 18 UUPK dapat dijadikan dasar hukum
untuk mengkaji kontrak baku yang para pihaknya adalah pelaku usaha.
Untuk mengetahui apakah penjaminan hak dan kewajiban para pihak
dalam “Kontrak Nasional” sudah dilindungi oleh undang-undang.

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan teoritis yang bermanfaat bagi
pengemban ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam
bidang hukum perdata yang berkaitan dengan hukum perikatan dan

perjanjian baku di Indonesia.

Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan berguna khususnya dalam
bidang praktis kepada praktisi, mahasiswa berkaitan dengan
penetapan dasar akibat kekosongan hukum tentang perjanjian baku
yang para pihak dalam perjanjiannya adalah pelaku usaha.

4. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis

normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan

menggunakan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam (ilmu)



penelitian digolongkan sebagai data sekunder.® Metode penelitian tersebut
bertujuan untuk memberikan argumentasi yuridis apabila terjadi kekosongan,
kekaburan, dan konflik norma, sehingga dengan metode penelitian ini gunanya
untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya.® Metode ini cocok
dipergunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini menyangkut
kekosongan hukum, di mana diperlukan bahan-bahan pustaka untuk mengisi

kekosongan hukum yang terdapat pada “Kontrak Nasional”.

Dengan metode penelitian ini, penulis akan terlebih dahulu mencari peraturan
yang berlaku serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perjanjian
baku. Setelah itu, pada tahap pertama penelitian, penulis akan melakukan
penemuan hukum terkait dasar hukum apa yang dapat dipakai sebagai batu uji
penelitian ini. Penulis berasumsi bahwa Pasal 18 UUPK dapat digunakan
sebagai dasar hukum untuk mengisi kekosongan hukum ini, maka penulis akan
melakukan penemuan hukum analogi. Hasil dari penelitian tahap pertama akan
menentukan tahap selanjutnya. Setelah proses penemuan hukum berhasil, maka
penulis akan mengkaji ketentuan “Kontrak Nasional” dengan menggunakan
Pasal 18 UUPK sebagai batu uji penelitian. Dengan ini penulis dapat mengetahui
apakah “Kontrak Nasional” antara PT.”T” dan Pemasok sudah menerapkan

pembagian hak dan kewajiban yang sesuai hukum atau tidak.

5. Rencana Sistematika Penulisan
Penelitian ini nantinya akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-masing

terdiri sebagai berikut:

BABI- PENDAHULUAN
Pada bagian ini penulis akan menjelaskan latar belakang penulisan
penelitian ini, rumusan masalah dan pertanyaan hukum yang

dirumuskan berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, metode

5 Soerjono Soekanto, et al., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali
Pers, 1995), him. 13.

6 | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), him.12.



penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan penelitian
ini, dan sistematika penulisan yang berisi kerangka penulisan setiap
bab.

BAB Il — TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TENTANG
PERJANJIAN BAKU, UUPK SECARA UMUM, PASAL 18
UUPK, PENEMUAN HUKUM ANALOGI, DAN HUKUM
PERJANJIAN SECARA UMUM.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan
dengan penemuan hukum, konstruksi hukum analogi, perjanjian
pada umumnya, perjanjian baku, serta penjabaran dan
pengaplikasian Pasal 18 UUPK, serta penjelasan umum hukum

perjanjian.

BAB Il - KONTRAK NASIONAL ANTARA PT. T DAN PEMASOK
Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara spesifik mengenai
“Kontrak Nasional” antara PT.”T” dan Pemasok. Penulis akan
menyusun ulang pasal-pasal kontrak ini dengan lebih sistematis dan
mudah dimengerti. Pasal-pasal yang akan dijabarkan dalam bab ini
adalah pasal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para
pihak. Pasal yang berkaitan dengan hal teknis pelaksanaan tidak

akan dijabarkan secara rinci.

BAB IV- ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU “KONTRAK
NASIONAL” ANTARA PT.”T” DAN PEMASOK
BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini, penulis secara spesifik menganalisis mengenai proses
konstruksi analogi Pasal 18 UUPK kepada peristiwa hukum
“Kontrak Nasional”. Setelah itu penulis akan menganalisis pasal-
pasal “Kontrak Nasional” sesuai urutan yang dijabarkan dalam BAB

I11 dengan menggunakan Pasal 18 UUPK.



BAB V- KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari bab-bab

sebelumnya yang telah dibahas serta penulis akan memberikan saran

yang merupakan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada

dalam penelitian.
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